
 

 
 
 
 

PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR   2   TAHUN 2007 
 

TENTANG  
 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung; 

b. bahwa bahwa sehubungan Departemen Permukiman dan 
Prasarana Wilayah nomenklaturnya berubah menjadi 
Departemen Pekerjaan Umum menurut Keputusan 
Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, maka terjadi 
perubahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 
menjadi Dinas Pekerjaan Umum; 

c. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan 
pelayanan serta guna keselarasan dan efektifitas jalur 
koordinasi antara pusat dan daerah, maka perlu 
membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, 
perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

12 



13 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah  Otonom  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4262); 

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet  Indonesia Bersatu. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom  yang  lain  sebagai  Badan  Eksekutif  Daerah  Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Pemerintah  Provinsi  adalah  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan 
Bangka Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 
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5. Wakil  Gubernur  adalah  Wakil  Gubernur  Kepulauan  Bangka 
Belitung. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

7. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut 
DPRD  adalah  Badan  Legislatif  Daerah  Provinsi  Kepulauan 
Bangka Belitung. 

8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

9. Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

10. Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  yang  selanjutnya  disebut  UPTD 
adalah  Unsur  Pelaksana  Teknis  Operasional  Dinas  Pekerjaan 
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

11. Jabatan  Fungsional  adalah  jabatan  yang  diberikan  kepada 
Pegawai  Negeri  Sipil  yang mempunyai keahlian tertentu, 
diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab  sesuai 
dengan fungsi dan keahliannya. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

 
Pasal  2 

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum merupakan 
unsur teknis operasional dinas, yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum. 
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Bagian Kedua 
Tugas 

 
Pasal 3 

 
(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan di bidang pekerjaan umum. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan 
Umum. 

 
Bagian Ketiga 

Fungsi 
 

Pasal 4 
 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan 
umum; 

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan 
umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pekerjaan 
umum; 

c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan 
umum wilayah Provinsi; 

d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan 
Umum mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana program kerja operasional Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

b. mengkaji dan menganalisa kegiatan  operasional Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

c. menguji dan menerapkan metode dan teknologi; 

d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan 
Umum. 

 


